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PBRATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

RETRERUST PERPANJAMOAN 1ZIN MEMPEKERJAXAN
TENAGA KERJA ASING

DENG AN RAHMATTUHAN VANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mdaksanakan ketentuan Pasal 156
ayat. fl ) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Pasal 15
ayat ( 2} Feraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012
tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan
Retribusi PeTpanjangan Izin Mcmpckcijak&n Tcnaga
Kctja Asing, maka perlu mengatur retribusi
peipanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asiug
yang dit^bapkan dalam PeratUran Daerah;

b. bahwa berdasarkan perrimbangan gebagaimana
dimaksud dalam hiimf &, perlu mombentuk Pcraturan
Daerah ten tang Retribusi Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja AeingL

Mengingat ; 1. Pasal IE ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2 . Undang-Undang Nornor 8 Drt Tahun 1956 tentang
Fembemukan Daei^h Otonom Kota- Kota Sega]' Dalam
Lingkungan Daerah Pnopinsi Sumatcra Utara [Lcmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59,
Tambahan ' Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Leml>aran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

4 . Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39r Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5475);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pela.yan.an Publik ( Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah ( Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lernbaran Negara
Republik JndonesiaNomor 5216);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Femerinfahan Daerah (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) . sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerimaban Daerah (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Letnbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang
Pcrluasan Daerah Kotatnadya Medan (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);

I n



3

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Petaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
Tentang Hukum Acara Ptdana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015
ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintab
Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5772);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang
Pembentukan Kccamatan Berastagi Dan Mardingding Di
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan
Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang
Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun,
Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat IE Daiii Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan
Tembung, Medan Helvetia , Medan Polonia, Medan
Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan
Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan
Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat J Sumatcra
Utara
Tahun 1991 Nomor 67);

Republik Indonesia( Lembaran Negara

13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang
Pembentukan 18 (Deiapan Belas) Kecamatan Di Wilayah
Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat IE Simalungun,
Dairi , Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli
Tengah, Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat 1 Sumaiera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberjan Dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pengendalian L&lu Lintas Dan Retribusi
Perpanjangan Izin Mempeketjakan Tenaga Kerja Asing
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5358);
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16, Peraturan Pemerintab Nomor 65 Tahun 2012 tentang
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Pcncrimaan Negara Bukan
Pajak Yang Berlaku Pada Kementcrian Tenaga Kerja
Dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik. Indonesia
Tahun 3012 Nomor 1.54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5333);

17. Peraturan Merited Ketenagakctjaan Nomor 16
Tahun 3015 tcntang Tata Cara Penggunaan Tenaga
Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 964);

Dengan Persetpjuan Bersama ,

DEWAN PERWAKtLAN RA KYAT DAERAH KOTA MEDAN
dan

WAL1 KOTA MEDAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUS1
PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA
ASTNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah inir yang dtmaksud dengan ;

1 . Daerah adalah Kota Medan.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyetenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilart rakyat daerah menurut
aaas otonomi dan tugas pemhantnan dengan prinsip otonomi seluas*

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalain Lindang- Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Femerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadikewenangari daerah otonom.

4, Wali Kota adalah Wall Kota Medan,

5, Dewan Perwakjlan Rakyat Daerah , yang selanjutnva disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilau rakyat daerah yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah,

(I
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6 . Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh Wall Kola untuk mcnampung seJuruh penerimaan
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluarati daerah.

7. Pcjabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu CIL bidang Retribusi
Daerab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan
Daerab sebagai pembayaran atas jasa atau pcmberian izin tertentu
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
untuk kepenlingan orang pribadi atau Badan.

9- Reti'ibusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah
Daerab dalam raugka pemberian iain kepada orang pribadi atau Badan
yang dimaksudkan untuk pembinaan , pengaturan, pengendalian dan
pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan
sumbei daya alam, harang, prasarana, sarana atau fasilitas rertentu
guna melindungi kepcntingan umum dan mcnjaga kelestarian
tingkungan.

10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam
rangka pemberian iein kepada orajng pribadi atau Badan yang
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan atas kegiatan , pemanfaatan ruang, serta penggunaan
sumber daya alarm barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu
gLina melindungi kepentingan Umum dan menjaga kelestarian
bngkungan,

1 1. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekeijakan Tenaga Kerja Asing, yang
selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pungutan
atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga keija
asing.

12, Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh wali kota atau
Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi keija tenaga keija asing sesuai
dengan ketentuan peraturaii perundang-undangan.

13- Tenaga Keija Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan
maksud bekerja di wilayah daerab.

14. Pemberi Keija Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-
badan lainnya yang mempekeijakan Tenaga Kerja Asing dengan
membayar upah atau itnbalan dalam bentuk lain .

15. Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan
kosatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara fBUMN), atau Batian
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan mama dan dalam bentuk apapun,
fiima. kongsi , koperasi, dana pensiun. persekutuan. perkumpulan,
yayasan, nrganisasi massa , organisasi politik , organisasi lainnya,
lembaga, dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.
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16. Warga Negara Indonesia, yang selarijutnya disingkat WNI adalah
orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang hangsa lain yang
disahkan dengan Undang-Undang sebagai WNL

17. Pcnduduk adalah WN! dan Orang Asing yang bcrtcmpat tinggal di
Daerah.

IS. Orang Asing adalah cubing bukan WN1.

19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi ataLE Badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong
retribusi tertentu.

20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfiaatkan jasa dan
perizinan tertentu dari Pemermtah Daerah.

21.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya. disingkat SSRD
adalah bukti pembayaran atau penyetoran retrtbusi yang telah
dilakukan dengan menggunakan fonnulir atau telah dilakukan dengan
eara Iain ke kas daerali melalui tempat pembayaran yang dituryuk
oJeli wali kota.

22.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya. disingkat SKRD
adalah surat ketetapan Retribusi yang menent.ulcan besamya jumlah
pokok Retribusi yang terutang.

23.Surat Ketetapan Retribusi Daerah bebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan
jumlah keleblhan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit.
Retribusi lebih bayar daripada Retribusi yang terutang atau
seharusnya tidak terutang.

24 . Surat Tagihan Retribusi Daerah , yang selanjutnya disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan /atau sanksi
administrate berupa bunga dan /atau denda.

25 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif
dan profesional berdasarkan atas suatu standar pemeriksaan untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan /atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan retribusi daerah.

26. Penyidikart tiridak pidana di bidang retribusi daerali adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PenyEdik untuk mencari
seria mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tindak pidana di bidang retribusi daerah yang teijadi serta
meneniukan teraangkanya.
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BAB II
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Perpanjangan 1MTA dipungut Retribusi sebagai
pembayaran atas pemherian Pcrpanjangan IMTA.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi Perpanjangan IMTA scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 meliputi pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja
tenaga keija asing.

(2) Tidak termasuk objek Rctribusi Perpanjangan IMTA sehagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah Perpanjangan IMTA bagi Lnstansi
pemerintah, penvakilan negara asing, badan-badan international,
Icinbaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga
pendidikan.

Pasal 4

(1) Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA meliputi Pemberi Ke»ja Tenaga
Kejja Asing.

(2) Subjek Retribusi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib
Rctribusi.

BAB Jll
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Perpanjangan IMTA digolongkan sebagai Retribusi Perizinan
Tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal G

Tingkat penggunaan jasa perpanjangan IMTA dinky r berdasaikan atas
jumlah tenaga keija asing yang dipekerjakan dan jangka waktu
Perpanjangan IMTA.

II
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BAB V
PR1NSIP DAN SASARAW DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA

TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam pcnetapan struktur dan besamya tarif
Retribusi Perpanjangan IMTA berdasarkan atas tujuan untuk
menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan Perpanjangan
IMTA.

(2) Biaya penyelenggaraan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), meliputi:
a. penerbitan dokumen izin;
b. pengawasan di lapang&n;
c. pcngendalian;
d. penegakan hukum;
e. penatausahaan;
f. biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA; dan
g. kcgiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga ketja

lokal ,

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

( 1| Struktur dan besamya tarif Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 avat (1) ditetapkan sebesar USD 100 (seratus
dollar US) per orang per bulan ,

{2J Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dibayarkan dengan
mata uang rupiah berdasarkan atas nilai kurs yang berlaku pada saat
pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi Perpanjangan IMTA yang terutang, dipungut di wilayah Dacrah.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

(1) Masa Retribusi paling lama 1 (satu) tahun.
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(2) Saat retribusi cerutang adaJah pada saat diterbitkannya SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 1 1

( l ) Besamya jumlah pokok retribusi yang terutang ditetapkan dengan
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

{2) Ketentuan lebib lanjut mengenai bentuk, isih dan t&ta cara penerbitan
SKRD sebagaimana dimaksud pada avat ( 1 ) diatur dengan Pcraturan
Wali Kota.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

Ul Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

[2} Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi
diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XI
TATA CARA PEMBAY ARAN DAN PEN AG1 HAN

Pasal 13

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang wajib dilunasi. sesuai dengan
masa kerja tenaga kerja asing yang ljersangkutan.

(2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( J ) wajib
dilakukan secara tunai / lunas di Kas Umum Daerah atau tempat lain
yang ditunjuk sesuai SKRD.

(3) Dalam hal pembayaran Retribusi dilakukan di tempat Iain yang
ditunjuk sesuai SKRD scbagaimana dimaksud pada ayat (2), maka
hasil pcneiimaan Daerah dari retribusi tersebut. harus disetor secara
bruto ke Kas Umum Daerah paling 1ambat 1 x 24 jam.

(4) Dalam hal Tenaga Kerja Asing bekerja Udak sampai sesuai masa keija
Tenaga Keija Asing, kelebihan pembayaran dikembalikan kepada
Wajib Retribusi.

(5) PembayEuran Retribusi diberikan bukti pembayaran.
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(6) Kelentuan lebih lanjut. mengenai lata cara pembayaran, tempatpembayaran. penyetoran, dan pcngembaHan retribusi diatur dcnganPcraturan Wali Kota.

BAB XII
KEBERATAN

Pasal 14

[1] Wajib Retribusi Pcrpanjangan IMTA dapat mengajukan keberatan
kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas 3KRD ataudokumcn yang dipersamakan ,

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara
tort ulis dalam bahasa Indonesia dengan diseitat aiasan-alasan yang
jelas,

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam
jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD
diterbitkan kecuali jika Wajib Rctribusi Perpanjangan IMTA dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu ttu tidak dapat tlipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya.

{4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan
Wajib Rctribusi Pcrpanjangan IMTA.

(5J Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar RetibusiPcrpanjangan IMTA dan Pelaksanaan Penagihan Rctribusi.

Pasal 15

( If Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 2 (duaj bulan sejak tanggal
surat keberatan ditcrima harus member! keputusan atas keberatan
yang diajukan dengan menerbitkan surat Keputusan Keberatan .

[ 2 ) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah untuk
memberikan kepaslian hukum bagi Wajib Rctribusi, dan atas
keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Wali Kota.

(3) Keputusan Wali Kota atas keberatan dapai berupa mencrima ataumenolak sebagian atau seluruhnya atas keberatan Retribusi
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) .

( 4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat
dan Wali Kota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang
diajukan tei sebut dianggap dikabulkan.

II
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Pasal 16

( 1 ) Jika pengajuan keberatari dikabulkan sebagian atau seluruhnya,kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambahimbalan bunga sebesar 2% [dua persen ) sebutan untuk paling lama 12(dua betas) bulan.

( 2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak
bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB X1E1
PENG E M BALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal M

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi , Wajib Retribusi PeipanjanganIMTA dapat mengajukan, permohonan pengemhalian kepada Wali Kota .

( 2 ) Apabila Wajib Retribusi PcTpanjangan IMTA mempunyai utang
Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimanadimaksud pada ayat (1 ) langsung diperhitungkan untuk melunasiterlebih dahulu utang Retribusi tersebut .

(3) Ketentuan lebih lanjut tnengenai tata cara pengembalian kelebihanpembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur
dengan Peraturan Wali Kota .

BAB XIV
SANKSI ADM1NISTRATIF

Pasal 18

(1) Dalatn hal Wajib Retribusi tidak membayar t.epat pada waktunya atau
kurang membayar, dikenakan sanksi administrate berupa hunga
sebesar 2% (dua persen) setiap hulan dari Retribusi yang tern tangyang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan
STRD.

(2| Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didahului dengan Surat Teguran.

BAB XV
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBE6ASAN RETRIBUST

Pasat l 9

[ I ] Wrali Kota dapat memberikan perigurangan, keringanan. danpembebasan Retribusi,

II
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(2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )
diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.

(3} Rembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
dengan me!ibat fungsi objek retribusi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mcngenai tata cara pemberian pengurangan .
keringanan , dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan
Wali Kota.

BAB XVI
PEMANFAATAN

Pasal 20

( 1) Pcmanfaatan dart penerimaan Retribusi Perpanjang&n [ MTA
diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan
penyelenggaraan pelayanan perpanjangan IMTA.

( 2) Ketentuan lebih tanjut meogenai alokasi pemanfaatan penerimaan
Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XVII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasat 21

( 1 ) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa
setelah melampaui waktu 3 ( tiga) tahun terhitung sejak terutangnya
retribusi. kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang
retribusi.

(21 Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1) , tertangguh jika:
a. diterbitkannya surat teguran; atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung

maupun tidak langsung.

(3] Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada
ayat [ 2 ) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihit.ung sejak tanggal
ditcrimanya surat teguran tersebut.

[4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2\ huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadararmya
menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum
melunasinva kepada Pemerintah Dacrah .

II



13

(5) Pengakuan utang retribusi secrara tidak langsung scbaguimana
dimaksud pada ayat (2 ) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan
keberatan oleh wajib retribLEsi.

Pasal 22

(1 ) Ptutang retribusi yang tidak mungkiti ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudali kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Wali Kota mcnctapk&n keputusan penghapusan piutang retribusi yang
sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .

(3) Ketentuan leblh Lanjut mengenai tata cara penghapusan pin tang
retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Wali Kota .

J3AEJ XVI11
INSENT1F PEMUNGUTAN

Paaal 23

(1) lnstansi yang meJaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi
insentif atas dasar psncapaian kineija tertentu.

(2 J Pemberian insen tit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
mclalui Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah.

(3} Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembeiian dan
pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), diatur
dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada Peraturan
Pemerintah.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 24

{1 ) Pejabat Pegawai Negeri Sipil certentu di lingkungan Pemerintah Daerah
diberikan wewenang lthusus sebagai penyidik untuk melakukan
pcnyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah .

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat fl ) adalab pejabat pegawai
negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat
oleb pejabat yang berwer^ang sesuai dengan ketentuan peraturan
per undang-u ndangan.

(3) Wewenang penyidik sebagai dimaksud pada ayat (1 ) adalah:
a. menerima, mencari, mengumpttlkan. dan mentfliti keterangan stall

laporan berkenaan dengan tindak. pidana retribusi daerah agar
kctcrangan atas laporan tcrscbut menjadi lengkap dan jelas;
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b. meneliti, menerima, dan mengumpulkan ketcrangan mengenai
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubung&n dengan lindak pidana retribusi daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana daerah;

d . memeriksa buku-buku , catatan-catatan, dan dokumen-dokumen
lainnya berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah ;

e. melakukan penggcledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan , dan (iokumen-dokumen lain serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

g. menyuruh berhenti dan /atau melarang scscorang meninggalkan
mangan atau Lempat pada saat pemeriksaaan sedang bertangsung
dan memeriksa identitas orang atau dokumen sebagaimana
dimaksud dalam huruf e;

h. memotret scscorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi
daerah;

i. rnemanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau sebagai saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana retribusi daerah menurut hukum yang berlaku .
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitabukan

dimulainva penyidikan dan menyampaikan kepada penuntut umum
melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

( 1| Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling
lama 3 (tigaj bulan atau pidana denda paling banyak
Rp50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah ) ,

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) adalah merupakan
penerimaan negara.

II
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BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai bertaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinyaf memenntahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan pcnempatannya dalain Lembaran DaerahKota Medan,

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 27 Januari 2017

WALT KOTA MEDAN,

t.td

DZULMl ELDIN 5

Diundangkan di Medan
pada tanggal 27 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

SYA[ EU^BAHKIV

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 20 ) 7 NOMQK 2 .

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN, PROVi NSI SUMATERA
UTARA : [11S/2016}.



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 2 TAHUN 201?

TENTANG

RETRIBUSI PER PANJANGAN 121N MEMPEKERJAKAN TENAG A
KERJA ASING

t. UMUM

Scsuai ketentuati Pasal 150 Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jcnis
retribusi daerah dapal ditambah sepanjang memenuhi kriteria
yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Penambahan jenis
retribusi daerah tersebul sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 97
Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian l ^alu Lintas dan
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekeijakan Tenaga Kerja Asing,
Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan sehagai jenis Retribusi
Daerah yang baru . Penetapan Retribusi Perpanjangan IMTA
sebagai Retribusi Daerah member!kan pelLiang kepada Daerah
untuk menambah somber pendapatan dalam i-angka mendanai
urnsan yang menjadi tanggung jawab Pemerintab Daerah.
Retribusi Perpanjangan IMTA merupakan. pembayaran atas
pemberian perpanjangan IMTA oleh Wall Kota atau Pejabat yang
ditunjnk kepada Pembeii Keija Tenaga Keija Asing yang telah
memiliki IMTA dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk.

Pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA relatif tidak menambah
beban bagi maayarakat, mengingat Retribusi Perpanjangan IMTA
scbelumnya merupakan pungutan Pemerintah Pusat berupa PNBP
yang kemudian menjadi Retribusi Daerah. Tarif Retribusi
Perpanjangan IMTA ditetapkan berdasarkan stag tingkat
penggunann jasa dan tidak melebihi tarif PNBP Perpanjangan IMTA
yang berlaku pada kementcrian di bidang ketenagakerjaan.
Pemanfaatan penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA
diutamakan untuk mendanai kegiatan pengembangan keahlian
dan keterampilan tenaga keija lokal yang aloltasinya ditetapkan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daei'ah ,

Retribusi Perpanjangan IMTA menjadi Retribusi Daerah mulai
berlaku pada tanggal Peraturan Daei’ah ini diundangkan,
mengingat ketentuan Retribusi Perpanjangan IMTA dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2013 tentang Retribusi
Pengendalian l^lu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing telah berlaku sejak tanggal 1
Januari 2013.
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M . PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jdas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat ( 2}

Jabalan tertcntu di lembaga pendidikan yang
dimaksud dalam ketemuan ini berpedoman padn
Peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang
ketcnagakeijaan.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jdas.

Pasal b
Cukup jdas.

Pasal 7
Cukup jdas.

Pasal 8
Cukup jdas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jdas.

Pasal 12
Cukup jdas,

Pasal 13
Ayat (1)

Cukupjdas.
Ayat (2 )

Cukupjdas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
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Ayat (4)
Badan selaku Wajib Retribusi yang mempekerjakan
Mr . X (TKA), melakukan pembayaran pcrpanjangan
IMTA untuk jangka waktu 12 (duu betas) bulan .
Namurij dalam pelaksanaannya Mr. X hanya bekeija
selama 8 (delapan) bulan, sehingga terdapat kelebihan
pembayaran selama 4 (empat) bulan. Atas kelebihan
pembayaran
berkewajiban untuk mengembalikan kepada Badan
selaku Wajib Retribusi yang mempekeijakan TKA
tersebut.

dimaksud, Pemerintah Daerah

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Basal 14
Cukup jelas.

E^asal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Rasul 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat ( l )

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3}

Cukup jelas.
Ayat (4)

Peraturan Wali Kota mengenai tata cara petribenan
pengurangan. keringanan, dan pembebasan Retribusi
paling sedikit mengatur tata cara penyampnian
permohonan dan jangka waktu pemberian keputusan
atas permohonan pengurangan , kcringanan, clan
pembebasan Retribusi ,

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

II
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Pasel 9.2
Cukup jdas.

Pasal 23
Cukup jeEas.

Rasal 24
Cuknp jelas.

Pasaj 25
Cukup jelas.

P&aal 26
Cukup jelas.
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